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PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 

NOMOR  6  TAHUN  2008 

TENTANG 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG 

Menimbang :  a. bahwa agar kekayaan daerah  mempunyai nilai ekonomis yang cukup 

tinggi dan dimanfaatkan lebih optimal, maka perlu dipertahankan 

fungsi dan keberadaannya; 

b. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud  huruf a, 

maka diperlukan biaya operasional yang memadai yang didapat 

dengan menyesuaikan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

dengan mengatur kembali Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 

Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan  huruf b 

perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Retribusi  

Pemakaian Kekayaan Daerah. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950  tentang Pembentukan 

Daerah - daerah  Kota Besar Dalam  Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa  Tengah,   Jawa  Barat  dan   Daerah   Istimewa    

Yogyakarta; 

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3209); 

3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 34 

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4048); 

4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 
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7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia                Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844); 

 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976  tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3079); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan 

Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten  Daerah Tingkat II  

Purbalingga,  Cilacap,  Wonogiri,  Jepara dan  Kendal serta Penataan 

Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4139);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4593);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang            Urusan  

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia              Nomor 4737);  

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 

Tahun 1988 tentang  Penyidik Pegawai Negeri Sipil  Di Lingkungan 

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang  (Lembaran 

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 

1988 Seri D Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang 

Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Semarang Nomor 1); 

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang 

Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Semarang Nomor 8). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG 

dan 

WALIKOTA SEMARANG 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN 

KEKAYAAN DAERAH. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini,  yang dimaksud dengan: 

1.   Daerah adalah  Kota Semarang 

2. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah.  

3. Walikota adalah Walikota Semarang. 

4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

 

 

 

5. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data 

atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas retribusi dengan 

cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi 

untuk diisi secara lengkap dan benar. 

6. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah  

Nomor Wajib Retribusi yang didaftar  dan menjadi identitas bagi setiap Wajib 

Retribusi. 

7. Kekayaan Daerah adalah tanah dan bangunan, ruangan, kendaraan, alat-alat berat 

dan peralatan laboratorium milik  daerah. 

8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa/pelayanan yang khusus disediakan, 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan. 

9. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah  semua pemakaian kekayaan milik Daerah. 

10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut 

prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor 

swasta. 

11. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah 

Surat yang digunakan wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan 

pembayaran retribusi yang terhutang.  

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat 

Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang. 

13. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal 

Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD. 

14. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal 

ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan. 
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15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat 

untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan 

atau denda. 

16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang 

digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran 

Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah.  

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat  

SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah 

yang terhutang. 

18. Surat  Ketetapan Retribusi  Daerah Lebih Bayar  yang selanjutnya disingkat 

SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang 

terutang atau tidak seharusnya terhutang. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 

disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas 

jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan. 

20. Perhitungan  Retribusi  Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus 

dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran 

retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi. 

21. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah dengan batas 

waktu yang telah ditentukan. 

22. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang 

tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan 

Retribusi lainnya yang masih terutang. 

23. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan 

Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, 

firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk 

usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 

24. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Daerah adalah tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung 

seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 

25. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk 

melakukan penyidikan. 

26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat 

penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi 

wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap 

pelanggaran Peraturan Daerah. 

27. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah 

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut 

Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah yang terjadi serta 

menemukan tersangkanya. 

 

BAB II 

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal  2 

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas jasa 

pelayanan pemakaian kekayaan daerah. 

 

Pasal  3 
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(1)  Obyek  Retribusi adalah jasa Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

(2)   Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  meliputi : 

 a. penggunaan Gedung Pertemuan Balai Kota; 

b. penggunaan Gedung  Taman Budaya Raden Saleh; 

c. penggunaan Gedung Pertemuan Manunggal Jati; 

d. penggunaan Gedung di Tri Lomba Juang; 

e. penggunaan Gedung Juang; 

f. penggunaan Ruangan/Toko di Lapangan Citarum; 

g. penggunaan  Tempat Penginapan Wisma Cibubur; 

h.   penggunaan Tempat Penginapan di Gelanggang Pemuda; 

i.    penggunaan Tempat Penginapan di Kampoeng Wisata Taman Lele; 

j.    penggunaan Lapangan Pancasila Simpang Lima; 

k.   penggunaan Mobil Derek; 

l. penggunaan Mobil Ambulan; 

m. penggunaan Mobil Jenazah; 

n. penggunaan Mobil Unit dan Pompa Pemadam Kebakaran; 

o. penggunaan Alat-alat Berat; 

p. sewa Rumah milik Pemda;  

q. sewa Lahan; 

r. penggunaan peralatan laboratorium lapangan; 

s. penggunaan peralatan penelitian laboratorium; dan 

t. penggunaan Pasar Ikan Hyginis Rejomulyo. 

 

Pasal  4 

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati 

jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah. 

 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal  5 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Derah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha. 

 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, kapasitas, umur ekonomis,  

jangka waktu dan atau luas lahan pemakaian kekayaan daerah. 

 

BAB  V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN  

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 7 


